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BAB III 
GENDER DAN PERJUANGAN POLITIK PEREMPUAN 
 
Sejak beberapa tahun terakhir kata gender  telah memasuki perbendaharaan di 
setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia 
Ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program 
pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non 
pemerintah diperbincangkan masalah gender. Meski demikian, gender itu sendiri 
tidak jarang diartikan secara keliru. Gender adalah suatu istilah yang relatif masih 
baru. Menurut Erlin Shorwalter (dalam Umar, 2002: 96), wacana gender mulai 
ramai dibicarakan pada awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London 
tidak lagi memakai isu-isu lama seperti patriarkal atau sexist, tetapi menggantinya 
dengan isu gender (gender discourse).  
Masalah atau isu gender seperti rendahnya pemahaman gender, tidak 
hanya ditemukan di kalangan masyarakat, tetapi juga ditemukan pada level 
pengambil keputusan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun judikatif. 
Masalah lainnya adalah  keterbatasan informasi data terpilah menurut jenis 
kelamin. Dengan demikian, isu gender terjadi akibat perbedaan peran, sifat 
biologis, penguasaan dan akses terhadap sumber daya alam, hak dan posisi serta 
kuatnya nilai sosial budaya dan patriarki yang menempatkan laki-laki dan 
perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara.  
Mengapa isu gender dipersoalkan? Gender dipersoalkan karena secara 
sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam 104 
 
masyarakatnya. Secara umum, adanya gender telah melahirkan peran, tanggung 
jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Perbedaan 
gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan 
hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan 
abadinya ciri biologi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. 
Konstruksi sosial yang selama ini hadir di masyarakat  tentunya 
menimbulkan problematika tersendiri  terhadap gender.  Problematika gender 
muncul biasanya terkait dengan  ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum 
perempuan, dan terjadi hampir di semua bidang, mulai dari tingkat internasional, 
negara, keagamaan, sosial,  politik,  budaya, ekonomi, bahkan sampai pada 
tingkatan rumah tangga. Hubungan subordinasi yang  dialami  oleh kaum 
perempuan tersebut mendapat perlawanan dari kaum feminis, yang melihat bahwa 
perempuan selalu berada dalam situasi yang tertindas. Mereka berjuang untuk 
menuntut kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang 
kehidupan agar terhindar dari keadaan subordinasi tersebut. 
Selanjutnya, bab ini akan memberikan deskripsi tentang gender dan 
perjuangan politik perempuan, yang meliputi pokok-pokok bahasan: (1) sejarah 
gender dan isu  global gender; (2)  peta gerakan perempuan Indonesia; (3) 
perkembangan isu gender dalam politik di dunia dan Indonesia; (4) keterwakilan 
perempuan dan affirmative action  serta (5) dan representasi perempuan di 
parlemen. 
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3.1.Sejarah Gender dan Isu Global Gender 
Memasuki abad ke-20 kesadaran global tentang perlunya perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia dan menempatkan manusia sebagai titik sentral 
pembangunan  (human centred development)  tampak semakin jelas. Kesadaran 
global akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap martabat 
manusia tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, gender, ras, dan suku 
bangsa semakin menguat.  
Terkait dengan isu gender, upaya untuk mencapai kesamaan antara 
perempuan dan laki-laki mulai dikumandangkan pada tahun 1950 dan 1960-an. 
Pada  12 Juli 1963 muncul gerakan global yang dipelopori gerakan kaum 
perempuan. Gerakan ini berhasil mendeklarasikan suatu resolusi melalui Badan 
Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Resolusi tersebut diakomodasi pemerintah 
Indonesia  dengan dibentuknya wadah perjuangan bernama  Komite Nasional 
Kedudukan Wanita Indonesia.  
Pada tahun 1967, terbentuklah Commission on The Status of the Women, 
yang mulai memperhatikan secara khusus status dan isu-isu perempuan. 
Selanjutnya PBB menggelar konferensi yang pertama tentang perempuan tahun 
1975 yang berlangsung di Mexico City. Tahun ini dicanangkan sebagai Tahun 
Internasional Perempuan. Isu perempuan pun mulai menapaki panggung perhatian 
dunia. Pada tahun ini peran perempuan ditekankan pada Women In Development 
(WID). Titik beratnya adalah bagaimana mengintegrasikan perempuan dalam 
berbagai bidang pembangunan yang berfokus pada produktivitas kerja 
perempuan.  106 
 
Namun ketika program WID dipandang gagal memperbaiki perempuan, 
digulirkanlah  Women And Development  (WAD) yang dicetuskan oleh kaum 
feminis-marxis. Pada tahun 1979 dihasilkan Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW). Pada pertemuan ini, 
pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Empat 
tahun kemudian  (1984), pemerintah  Indonesia meratifikasi  hasil konvensi 
tersebut.  
Pada pertemuan the 34 th Commission on the Status of Women di Vienna 
tahun 1990, dilakukan analisis  terhadap operasionalisasi pemberdayaan 
perempuan. Hasil studi yang dilakukan oleh Anderson (1992) dan Moser (1993), 
menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan kaum laki-laki 
kurang  menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu,  WAD akhirnya 
diubah menjadi Gender and  Development  (GAD). Intinya, GAD lebih 
menekankan  pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan  antara 
perempuan dan laki-laki.  Konsep GAD tersebut dikukuhkan lagi dalam the 
International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo tahun 
1994 dan dalam the 4 th World Conference of Women di Beijing tahun 1995.  
Pada  ICPD Kairo dilakukan penyamaan konsep,  yakni bahwa 
pemberdayaan perempuan merupakan  kondisi dasar untuk stabilisasi 
kependudukan dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan menekankan pada 
empat isu global, yaitu: (1) memberikan kesempatan dalam pendidikan, 
khususnya anak perempuan; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) menurunkan 107 
 
tingkat kematian ibu, bayi, dan anak; serta (4) persamaan hak dalam kesehatan 
reproduksi,termasuk KB.   Sedangkan  Konferensi Puncak Wanita Sedunia 
keempat di Beijing (1995) menyerukan harus adanya komitmen pemerintah untuk 
meningkatkan status perempuan, yang  meliputi  empat isu global, yaitu:  (1) 
kesetaraan gender; (2) keadilan gender; (3) pemberdayaan perempuan; dan (4) 
integrasi kependudukan kedalam kebijakan  pembangunan yang 
berkesinambungan dan program penghapusan kemiskinan. 
Selanjutnya, konferensi Beijing juga merumuskan  12 titik kritis  yang 
dihadapi perempuan yang telah disepakati. Dua belas titik kritis tersebut adalah: 
(1)  perempuan dan kemiskinan (struktural); (2) keterbatasan kesempatan 
pendidikan dan pelatihan; (3) kesehatan dan hak reproduksi; (4) kekerasan fisik; 
(5)  kekerasan di wilayah konflik militer; (6) terbatasnya akses perempuan di 
bidang ekonomi produktif; (7) keikutsertaan dalam pengambilan keputusan; (8) 
terbatasnya kelembagaan/mekanisme dalam  sektor  pemerintah/non-pemerintah; 
(9) perlindungan/pengayoman hak-hak asasi manusia; (10) terbatasnya akses pada 
media massa; (11) rentan terhadap pencemaran lingkungan; dan (12) terbatasnya 
kesempatan mengembangkan potensi diri bagi anak perempuan (Murfitriati dan 
Sopari, Asep, 2006: 9-14).  
Kemudian,  pada tahun 2000, wakil dari 187  negara berkumpul atas 
prakarsa PBB. Kegiatan ini menghasilkan Deklarasi PBB yang kemudian dikenal 
dengan Millenium Development Goals (MDG’s). MDG’s merupakan kesepakatan 
bersama untuk  mengubah kehidupan masyarakat dunia, termasuk  mengurangi 
separuh dari  jumlah masyarakat yang hidup  di bawah garis kemiskinan. 108 
 
Kesepakatan ini kemudian  menjadi acuan dalam pelaksanaan  pembangunan di 
seluruh negara berkembang,  termasuk Indonesia, yaitu  berupa 8 (delapan) 
sasaran/tujuan pembangunan millenium.  Adapun kedelapan sasaran dalam 
MDG’s  tersebut adalah: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) 
memenuhi standar pendidikan dasar; (3) meningkatkan keadilan dan kesetaraan 
gender serta pemberdayaan perempuan; (4) mengurangi angka kematian bayi; (5) 
meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV dan AIDS,  malaria, dan 
penyakit menular lainnya; (7) mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan; 
serta (8) mengembangkan kemitraan  global untuk pembangunan  (Faure, 2002: 
125). 
 
3.2.Peta Gerakan Perempuan Indonesia 
Setiap zaman ditandai oleh struktur sosial dan budaya  yang berbeda. Oleh 
karenanya, setiap generasi suatu  zaman mewakili sejarah zamannya masing-
masing. Hal itu juga yang terjadi pada perjalanan perempuan Indonesia. Kaum 
perempuan Indonesia terus menata sejarahnya. 
Awal gerakan perempuan di dunia tercatat di tahun 1800-an. Ketika itu 
para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan 
perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Karenanya 
gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem  sosial 
dimana perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu. Tokoh-tokoh 
perempuan ketika itu antara lain Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan 
Marry Wollstonecraft.  109 
 
Seratus tahun kemudian, perempuan-perempuan kelas menengah abad 
industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka 
mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban 
para perempuan. Pada saat itu benih-benih feminsime mulai muncul, meski 
dibutuhkan seratus tahun lagi untuk menghadirkan seorang feminis yang dapat 
menulis secara teoritis tentang persoalan perempuan. Adalah Simone de Beauvoir, 
seorang filsuf Perancis yang menghasilkan karya pertama berjudul The Second 
Sex. Dua puluh tahun setelah kemunculan buku itu, pergerakan perempuan ibarat 
mengalami kemajuan yang pesat. Persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak 
adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. 
Pergerakan perempuan baik di tahun 1800-an maupun 1970-an telah membawa 
dampak luar biasa dalam kehidupan sehari-hari perempuan (Arivia, 2003: 85-87). 
Tetapi bukan berarti perjuangan perempuan berhenti sampai di situ. Wacana-
wacana baru terus bermunculan hingga kini. Perjuangan perempuan adalah 
perjuangan tersulit dan terlama, berbeda dengan perjuangan kemerdekaan atau 
rasial. Musuh perempuan seringkali tidak berbentuk dan bersembunyi dalam 
kamar-kamar pribadi.  
Di Indonesia, gerakan perempuan Indonesia  ibarat sebuah perjalanan, 
sudah menempuh jarak yang cukup jauh dan panjang. Mengalami masa pasang, 
dan terjebak dalam kesurutan. Tenggelam atau ditenggelamkan. Aktor-aktornya, 
pupus dan tumbuh lagi. Keberhasilan gerakan demokratik 1998 telah memberikan 
sumbangan yang luar biasa bagi meluasnya organisasi perempuan. Namun, 
tantangan baru mulai tumbuh, yaitu  meluasnya organisasi  namun  tidak diikuti 110 
 
dengan meluasnya gerakan (politik) perempuan. Situasi ini berkonsekuensi pada 
lemahnya posisi politik perempuan di hadapan negara, sehingga sangat gampang 
dikooptasi oleh alat-alat politik (khususnya partai politik) lama yang tidak benar-
benar memperjuangkan pembebasan perempuan. Hanya ”menyajikan” perempuan 
di dalam struktur kepengurusannya sebagai sarana penambahan suara saja. Oleh 
sebab itulah, pembangunan dan perluasan gerakan perempuan menjadi faktor 
kunci dalam melakukan perubahan. Tidak ada perubahan bagi perempuan tanpa 
suatu gerakan. 
Gerakan perempuan Indonesia memang telah mewarnai perjalanan sejarah 
bangsa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, beberapa tokoh perempuan berada di 
garis depan perjuangan melawan penjajah. Pada masa mempertahankan 
kemerdekaan tokoh-tokoh perempuan berpartisipasi dan menyebar di berbagai 
bidang. Masa Orde  Baru pergerakan perempuan menyelusup diantara instansi-
intansi dan mewarnainya dengan isu-isu keperempuanan. Pada masa reformasi 
hingga saat ini, pergerakan perempuan justru semakin nyata di dunia politik. Dan 
bentuk gerakannya semakin beraneka ragam dan meluas.  
Gerakan perempuan di Indonesia telah menorehkan sejarah yang khusus 
bagi  Indonesia, Asia, bahkan dunia. Gerakan perempuan  Indonesia  dapat 
ditelusuri bahkan jauh sebelum Indonesia terbentuk, yaitu sejak jaman Kartini, 
kolonial, dan dilanjutkan pada masa pascakolonial (sekitar jaman Kemerdekaan, 
Orde Lama, Orde Baru, dan Era  Reformasi). Kehidupan perempuan Indonesia 
masa kini, khususnya dalam bidang politik dan hukum, dapat ditelusuri benang 
merahnya dari sejarah masa lalu. 111 
 
Dalam penelusuran tentang sejarah pergerakan perempuan Indonesia, 
banyak ditemui nama-nama perempuan yang juga ikut dalam perjuangan 
menegakkan keadilan, baik bagi posisi perempuan sendiri, maupun bagi 
bangsanya secara keseluruhan. Murniati (2004: 121-127)  menyebutkan bahwa 
terdapat empat periode sejarah gerakan perempuan Indonesia, yaitu: (1) masa 
prakemerdekaan, (2) masa kemerdekaan dan masa Orde Lama, (3) masa Orde 
Baru, dan (4) masa Reformasi. Berikut deskripsi masing-masing periode  (Firdaus 
dan Hartini, 2003: 65; Wulan, 2008: 122; Dewi, 2007: 60-62) : 
3.2.1  Masa Prakemerdekaan 
Perjuangan perempuan pada periode ini dilatari oleh semangat pembebasan dan 
dan perlawanan terhadap penjajah. Pada periode ini perjuangan perempuan dibagi 
tiga babak, yaitu : (1) perempuan mengangkat senjata; (2) perempuan mendidik; 
dan (3) babak perempuan berpolitik dan berorganisasi. Sejak datang pada akhir 
abad XVI (1596), selama ratusan tahun Belanda terus mengeruk keuntungan dari 
tanah Indonesia yang menjadi  jajahannya. Mereka melakukan monopoli 
perdagangan, merampas, dan mengeluarkan kebijakan tanam paksa. Diperlakukan 
sewenang-wenang seperti itu, muncul perlawanan di seluruh Indonesia. Sejumlah 
nama perempuan di beberapa daerah muncul pada periode ini. Bersama kaum 
laki-laki, mereka turut mengangkat senjata mengusir penjajah. Misalnya Cut Nyak 
Dhien dan Cut Nyak Muthia di Aceh; Raden Ayu Ageng Serang, Roro Gusik (istri 
Untung Surapati) di Jawa; Christina Martha Tiahahu di Maluku; dan sejumlah 
nama lainnya. 112 
 
Pada babak perempuan mendidik diawali dengan diberlakukannya “politik 
etis” (1901) di Indonesia. Konsep ini merupakan upaya pemerintahan kolonial 
Belanda untuk memajukan penduduk wilayah jajahan sebagai wujud balas budi 
atas keuntungan yang sudah dikeruknya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan 
memberi peluang kepada penduduk wilayah jajahan (mereka menggunakan istilah 
pribumi) untuk mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Di 
kemudian hari, merekalah yang akan memperoleh kesempatan menjadi pegawai 
rendahan pemerintah kolonial. Mereka juga yang kemudian memiliki kesadaran 
meneruskan (menularkan/ mendiseminasikan)  pengetahuan yang didapatnya 
kepada sesama pribumi.  
Meskipun jumlah kaum perempuan yang  beruntung memperoleh 
pendidikan itu tidak  begitu banyak, tetapi usaha mereka untuk  memajukan 
perempuan lainnya merupakan  upaya cukup tepat. Mereka yang bergerak 
memajukan kaum perempuan dalam bidang pendidikan adalah R.A. Kartini di 
Jawa Tengah, Raden Dewi Sartika di Jawa Barat, Rohana Kudus di Minangkabau, 
Maria Walanda  Maramis di Sulawesi Utara, Ny. Hj. Ahmad  Dahlan di 
Yogyakarta, Ny. Hj. Rasuna Said di Sumatera Barat, dan beberapa nama lainnya 
yang melakukan usaha yang sama di daerah masing-masing.  
Pada masa ini, Kartini menjadi sosok yang penting karena beliau  adalah 
pejuang kesetaraan gender pertama yang pernah ada di Indonesia.  Kartini 
membuka lebar-lebar pintu emansipasi bagi perempuan. Kebanyakan perempuan 
Indonesia yang semula pasif, pasrah, bahkan ada yang berfilsafat "swarga nunut 
nraka  katut",  mulai  menampakkan peranannya melalui pintu  emansipasi yang 113 
 
telah dibuka oleh R.A.Kartini. Kartini juga pelopor dan pendahulu perjuangan 
untuk pendidikan perempuan dan persamaan hak perempuan. Kartini berpendapat 
bahwa bila perempuan ingin maju dan mandiri, maka perempuan harus mendapat 
pendidikan.  Ia adalah seorang tokoh pertama pendobrak patron dan paham 
patriarki dalam budaya masyarakat Jawa yang kental. Pemikirannya yang aneh 
dan menyalahi adat pada jamannya saat itu, justru menjadi tonggak sejarah 
bangkitnya perjuangan wanita dalam mengalahkan tirani dan penindasan terhadap 
perempuan.  
Selanjutnya, pendidikan yang dikenyam pada masa kolonial melahirnya 
banyak perubahan pada diri kaum  perempuan, di antaranya kesadaran untuk 
berorganisasi. Hal tersebut dilakukan demi  keinginan terbebas dari belenggu 
penjajah, dan upaya menyelesaikan masalah sosial seperti pelacuran, permaduan 
(perempuan yang dimadu), perkawinan anak-anak, dan perdagangan perempuan 
dan anak-anak. Menurut beberapa sumber sejarah, Poetri Mardika (1912) tercatat 
sebagai organisasi nasionalis perempuan pertama. Organisasi ini kemudian diikuti 
oleh kelahiran organisasi lainnya seperti Poetri Sedjati, Wanita Oetama, Jong Java 
Meisjeskering, dan yang lainnya.  
Setelah tahun 1920, berdiri organisasi perempuan yang berbasis agama, 
diantaranya : Aisiyyah, Muslimat NU, dan Poesara Wanita Katholik (yang 
dikemudian hari menjadi Persatuan Wanita Katolik Indonesia). Kemudian pada 
tahun 1928 di Yogyakarta  diadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama. 
Dihadiri oleh lebih dari 30 organisasi perempuan. Pokok-pokok yang dibahas 
adalah masalah pendidikan, reformasi perkawinan, koedukasi (perempuan dan 114 
 
laki-laki bersama-sama sekolah dalam satu kelas), dan poligami. Pada kongres 
tersebut juga dibentuk Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang setahun 
kemudian diubah menjadi Perikatan Perhimpoenan Perempuan Indonesia (PPPI). 
Satu-satunya organisasi yang mengecam politik kolonial Belanda dan anti-
kapitalisme adalah Isteri Sedar. Organisasi ini berdiri tahun 1930, dan tidak 
bergabung dengan Kongres Perempuan Indonesia karena adanya perbedaan 
pandangan, terutama mengenai poligami. 
 
3.2.2.  Masa Kemerdekaan dan Orde Lama 
Pada  masa kemerdekaan dan masa Orde Lama, gerakan perempuan terbilang 
cukup dinamis dan memiliki bargaining  cukup tinggi. Pada periode ini 
perjuangan perempuan sangat dipengaruhi oleh suasana bangsa dan negara, yakni 
ketika Indonesia tengah mencari-cari pola demokrasinya. Secara sadar perempuan 
mulai masuk ke wacana politik sebagai garis perjuangan. Sekalipun upaya untuk 
itu adalah implikasi logis dari situasi bangsanya, tetapi kesadaran untuk 
sepenuhnya terjun ke khazanah politik, justru muncul pada periode-periode akhir. 
Di awal kemerdekaan, kaum perempuan turut ambil  bagian dalam 
merumuskan kemerdekaan. Karenanya, dalam UUD 1945 dicantumkan hak-hak 
hukum dan politik kaum perempuan. Pada Desember 1945, diadakan Kongres 
Perempuan  di Klaten. Dan pada kongres berikutnya (1946) di  Solo, dibentuk 
Kongres Wanita Indonesia sebagai perhimpunan dari semua organisasi perempuan 
yang memberi dukungan pada kemerdekaan Republik Indonesia. Pada periode ini, 
mereka turut andil dalam perjuangan kemerdekaan dengan membuat dapur umum, 115 
 
bahkan ikut memanggul senjata di medan gerilya. Namun tidak lupa menyuarakan 
hak-haknya seperti upah kerja, pendidikan, perbaikan hukum perkawinan, dan hak 
lainnya. 
Pada periode ini poligami menjadi isu utama kaum perempuan. Terlebih 
saat Presiden Soekarno menikah lagi pada tahun 1954. Kekuatan  kaum 
perempuan pun terpecah: yang mendukung (karena tidak mau dianggap anti-
nasionalis dan anti-Soekarno) dan yang mengecam tindakan Soekarno. Persatuan 
kaum perempuan pecah setelah pemilu pertama tahun 1955. Sebab, mereka 
menggabungkan diri kedalam partai politik yang masing-masing memberikan 
wadah bagi perempuan sebagai strategi menambah suara. Namun ada dua 
organisasi perempuan yang masih berdiri, yaitu Wanita Marhaen dan Gerakan 
Wanita Sedar (Gerwis) yang merupakan kelanjutan dari Isteri Sedar. Pada tahun 
1954, Gerwis mengganti nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).  
Gerwani berhasil mengantarkan anggotanya di kursi Parlemen hasil 
Pemilu 1955. Permasalahan yang diangkatnya adalah perkosaan, memperjuangan 
perempuan untuk jabatan lurah, mendirikan warung koperasi, mendukung gerakan 
tani, pemberantasan buta huruf, perubahan UU perkawinan agar lebih demokratis, 
menuntut hukuman berat bagi pelaku kasus perkosaan dan penculikan, dan 
merintis usaha ekonomi kaum tani dan buruh perempuan. Selain itu, organisasi ini 
menerbitkan majalah Api Kartini dan Berita Gerwani. 
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3.2.3.  Masa Orde Baru 
Pada rezim otoriter Orde Baru, gerakan perempuan muncul sebagai hasil dari 
interaksi antara faktor-faktor politik makro dan mikro. Faktor-faktor politik makro 
berhubungan dengan politik gender orba dan proses demokratisasi yang semakin 
menguat di akhir tahun 80-an. Sedangkan faktor politik mikro berkaitan dengan 
wacana tentang perempuan dalam perspektif gerakan perempuan masa 
pemerintahan Orba. Wacana-wacana ini termasuk pendekatan Women in 
Devolopment (WID) yang telah mendominasi politik gender Orba sejak tahun 70-
an, juga wacana feminisme yang dikenal oleh kalangan terbatas 
(kampus/akademinis) dan organisasi non pemerintah.  
Orde Baru adalah episode penting dalam sejarah politik Indonesia, tidak 
saja karena meliputi periode politik yang panjang (1966-1998), tetapi juga 
ditopang oleh kebijakan untuk menjaga stabilitas politik demi kepentingan 
pembangunan ekonomi. Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, 
pemerintahan Orba diidentikkan dengan peratutaran yang otoriter yang 
tersentralisasi dari militer dan tidak diikutsertakannya partisipasi efektif partai-
partai politik dalam proses pembuatan keputusan. Anders Uhlin (1997: 49), 
berpendapat bahwa selain dominasi negara atas masyarakat sipil, struktur 
ekonomi dan politik global, struktur kelas, pembelahan atas dasar etnis dan 
agama, maka hubungan gender juga mendukung kelanggengan kekuasaan rezim 
Orba. 
Pemerintah Orde Baru mengembangkan kebijakan depolitisasi sistematis 
peran dan posisi perempuan Indonesia. Soeharto menempatkan diri sebagai 117 
 
“Bapak Pembangunan” yang mengharuskan pengabdian kaum perempuan baik 
sebagai ibu maupun istri dalam pembangunan. Julia Suryakusuma menyebut state 
ibuism  yang bertumpu pada paham paternalistik dan memposisikan laki-laki 
sebagai elemen inti dari negara, sementara perempuan merupakan elemen 
sekunder yang cukup berkiprah di dalam keluarga yang jauh dari dunia politik 
untuk mendukung kebijakan negara secara total. 
Pada periode ini perempuan tidak lagi mempunyai peran penting, meski ia 
dilibatkan dalam proses pembangunan bangsa. Bahkan gerakan perempuan 
Indonesia, secara politis bisa dikatakan tidur panjang. Dengan sangat sistematis, 
Orde Baru Soeharto berhasil membungkam gerakan perempuan independen. 
Terdapat dua jenis program sebagai implementasi state ibuism sebagai sebuah 
ideologi. Pertama, program difokuskan pada peran perempuan sebagai ibu dan 
istri yang bertujuan untuk mengontrol posisi perempuan di dalam negara. Hal ini 
ditempuh dengan memperkenalkan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) pada tahun 1972 dengan sasaran perempuan pedesaan. PKK ini menjadi 
alat negara untuk mengendalikan perempuan pedesaan. 
Selain itu, untuk mengontrol loyalitas perempuan kelas menengah di 
perkotaan, pemerintah Orde Baru mendirikan organisasi Dharma Wanita pada 
tanggal 5 Agustus 1974. Dharma Wanita memasyarakatkan budaya “ikut suami” 
sebagai manifestasi ideologi gender state ibuism. Melalui jenis program tersebut, 
perempuan dituntut untuk loyal tetapi pasif sebagai ibu atau istri demi mendukung 
karier suami, termasuk pilihan politik suami untuk menyukseskan tugas negara. 
PKK dan Dharma Wanita merupakan manifestasi cultural construction of the 118 
 
nation yang berusaha membangun mantra budaya identitas ideal keperempuanan 
dan keibuan versi Orde Baru yang pasif dan apolitik. 
Kedua, program yang difokuskan pada peran reproduksi perempuan yang 
mengharapkan kesediaan perempuan untuk membatasi jumlah kelahiran demi 
kesuksesan program penurunan jumlah penduduk Pemerintah Orde Baru. Hal ini 
dilakukan dengan memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB) yang 
pelaksanaannya berupa distribusi kontrasepsi modern ke arah pedesaan mulai 
tahun 1970-an. Program KB ini sejatinya merupakan manifestasi peran 
perempuan sebagai biological reproduction of the nation. Tubuh perempuan 
menjadi sasaran utama program KB dengan beragam alat kontrasepsi untuk 
mengendalikan fungsi reproduksi, demi menurunkan jumlah penduduk (Dewi, 
2007: 60-62). 
Di bawah rezim otorioter Orba, implikasi politik gender ini ternyata sangat 
jauh, tidak sekedar mendomestikasi perempuan, pemisahan dan depolitisasi 
perempuan, tetapi juga telah menggunakan tubuh perempuan sebagai instrumen-
instrumen untuk tujuan ekonomi politik. Ini nampak pada program KB yang 
dipaksakan untuk “hanya” perempuan dengan ongkos yang tinggi, yang 
khususnya dirasakan oleh perempuan kalangan bawah di pedesaan. Ringkasnya 
politik gender Orba telah berhasil membawa perempuan Indonesia sebagai 
kelompok yang homogen apolitis dan mendukung peraturan otiritarian. 
Berakhirnya rezim Orba tahun 1998, memunculkan Era Reformasi. Bila 
sistem pemerintahan yang semakin demokratis dianggap paling kondusif bagi 
pemberdayaan perempuan, maka di Era Reformasi ini semestinya pemberdayaan 119 
 
perempuan di Indonesia semakin menemukan bentuknya. Bila ukuran telah 
berdayanya perempuan di Indonesia dilihat dari kuantitas peran di sejumlah 
jabatan strategis, baik di eksekutif,  legislatif maupun yudikatif, justru ada 
penurunan dibanding masa-masa akhir rezim orba. Namun, secara kualitatif, peran 
perempuan itu semakin diperhitungkan juga di pos-pos strategis, seperti yang 
tampak pada komposisi kabinet kita sekarang. Ini dapat digunakan untuk 
menjustifikasi, bahwa mungkin saja  kualitas perempuan Indonesia semakin 
membaik.  
Hanya saja harus tetap diakui bahwa angka-angka peranan perempuan di 
sektor strategis tersebut tidak secara otomatis menggambarkan kondisi perempuan 
di seluruh tanah air. Bukti nyata adalah angka kekerasan terhadap perempuan 
masih sangat tinggi. Bila pada jaman lampau kekerasan masih berbasis kepatuhan 
dan dominasi oleh pihak yang lebih berkuasa dalam struktur negara dan budaya 
(termasuk dalam rumah tangga), maka kini diperlengkap dengan basis 
industrialisasi yang mensuport perempuan menjadi semacam komoditas. 
Lengsernya Soeharto pada bulan Mei 1998 tidak hanya membuka pintu 
demokratisasi tetapi juga memberi peluang perbaikan peran dan posisi perempuan 
di ranah publik. Era Reformasi ini dianggap sebagai tonggak  redefinisi peran 
politik perempuan selama Orde Baru dengan ciri munculnya kelompok-kelompok 
perempuan yang melakukan kegiatan atas dasar empati terhadap penderitaan 
perempuan. Diantara kegiatan tersebut adalah pendampingan untuk meningkatkan 
pendapatan perempuan miskin, pendampingan terhadap perempuan korban 120 
 
kekerasan seksual, pendidikan politik dan advokasi hak-hak perempuan, serta 
peningkatan kesetaraan gender. 
 
3.2.4.  Masa Reformasi 
Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997, dan Soeharto terpilih 
lagi dalam Pemilu tahun 1998, masyarakat yang dimotori mahasiswa 
mengemukakan ketidakpercayaannya terhadap Soeharto. Dengan melakukan 
demonstrasi, mahasiswa menuntut agar Soeharto mundur. Kaum perempuan 
menyokong perjuangan mahasiswa melalui Gerakan Ibu Peduli. 
Sejumlah tokoh perempuan menuntut penyelesaian atas tragedi 12-14 Mei 
1998 di Jakarta karena banyak perempuan tidak berdosa yang menjadi korban 
kerusuhan (di antaranya terjadinya kasus perkosaan). Habibie, sebagai pengganti 
Soeharto ketika itu (1999) kemudian membentuk Komisi Nasional Perlindungan 
Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Instruksi Presiden. 
Hingga sekarang Komnas Perempuan giat memasyarakatkan pengakuan atas hak-
hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).  
Pada saat pemerintah dipimpin oleh Gus Dur  (Abdurrahman Wahid), 
keran demokrasi seakan  diberi jalan. Para aktivis perempuan kembali 
menyuarakan kasus yang sebelumnya dianggap  tabu, terutama yang berkaitan 
dengan  ideologi  komunis. Misalnya penahanan  dan penyiksaan  terhadap 
perempuan yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia. Gus Dur kemudian 
mengeluarkan Inpres nomor 9  tahun 2000 tentang Program Pengarusutamaan 121 
 
Gender. Melalui Kementerian Negara Pemberdayaan  Perempuan, pemerintah 
gencar melakukan kampanye isu kesetaraan gender. 
Gus Dur digantikan oleh Megawati pada tahun 2001, namun Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan  tetap dipertahankan, dan upaya Pengarusutamaan 
Gender melalui Inpres Nomor 9 tahun 2000 tetap  dilakukan. Lebih dari itu, 
Pemerintahan Megawati  juga memperhatikan masalah partisipasi perempuan 
dalam kehidupan publik dan jabatan politik  strategis. Tuntutan kuota (jumlah 
kursi) 30 persen perempuan di lembaga legislatif disetujui dalam UU Pemilu yang 
baru di pasal 65 (Murfitriati dan Sopari, Asep, 2006: 25-26). Namun kenyataannya, 
pada pemilu 2004, hanya 11,3 persen perempuan yang berhasil duduk di kursi 
legislatif. Alasan yang dikemukakan adalah sulitnya mencari kader perempuan 
yang berkualitas. Dalam periode ini  disepakati adanya beberapa permasalahan 
mengenai perempuan di Indonesia. 
Melalui Pemilu langsung pada tahun 2004,  Presiden Soesilo Bambang 
Yudhoyono memenuhi  janjinya untuk menempatkan empat perempuan  dalam 
kabinetnya, yaitu: (1) Menteri Keuangan, Sri Mulyani; (2) Menteri Perdagangan, 
Marie E Pangestu; (3) Menteri Kesehatan, Siti Fadhilah Supari, dan (4) Menteri 
Pemberdayaan Perempuan, Meutia Farida Hatta. Kemudian pada periode kedua 
kepemimpinan SBY, terdapat lima perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu 
jilid 2.  Menteri-menteri tersebut adalah: (1) Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 
Namun, pada pertengahan tahun 2010, dia digantikan oleh Agus Martowardoyo; 
(2) Menteri Perdagangan, Marie E Pangestu; (3) Menteri Kesehatan, Endang 
Rahayu Setianingsih, (4) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 122 
 
Anak, Linda Amalia Sari; dan (5) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : 
Armida Alisjahbana. 
 
3.3.  Perkembangan Isu Gender dalam Politik di Dunia dan Indonesia 
Walaupun lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah perempuan, namun 
kondisi ketertinggalan perempuan dapat menggambarkan adanya ketidakadilan 
dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal ini tercermin 
dari laporan UNHDR tahun 2007/2008 yang menyebutkan bahwa GDI Indonesia 
adalah 0.721 atau ranking ke-79 dari 156 negara, di bawah negara Honduras dan 
Brunei Darussalam (Arivia, 2009: 1). GDI merupakan parameter untuk mengukur 
bagaimana kualitas hidup perempuan dan dijadikan acuan untuk menentukan 
maju tidaknya kualitas hidup perempuan di suatu negara. Hasil GDI Indonesia 
tersebut menunjukkan bahwa perempuan Indonesia masih tertinggal di berbagai 
bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan representasi politik dan 
pemerintahan. Perempuan Indonesia lebih miskin dan memiliki tingkat buta huruf 
yang lebih tinggi dari laki-laki Indonesia.  
Salah satu bidang dimana perempuan Indonesia masih tertinggal adalah 
bidang politik. Masalah bias gender dalam politik, saat ini sudah menjadi isu 
global dan terjadi hampir di seluruh bagian negara di belahan dunia. Dalam 
Konferensi Dunia ke-4 tentang perempuan tahun 1995 di Beijing, masalah bias 
gender dalam politik juga mendapat perhatian khusus dari beberapa kalangan 
peserta konggres tersebut. Perhatian utama yang disoroti dalam konggres tersebut 
adalah pemberian kuota 30 persen terhadap perempuan dalam parlemen. Bahkan 123 
 
saat ini, organisasi internasional menaikkan tuntutannya menjadi 50 persen, 
seimbang dengan kursi untuk laki-laki di parlemen (Susanto, 2003: 163). 
Berbicara mengenai feminisme dan politik (demokrasi) diketahui bahwa 
meskipun teori feminis dianggap telah berkembang sejak abad ketujuh belas, 
namun literatur para feminis selalu dimarjinalkan dari studi tekstual terutama di 
dalam teori politik. Dalam studi klasik politik, melihat semua versi demokrasi 
liberal yang lebih menitikberatkan pada kebebasan individu, selalu menyebutkan 
adanya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Sementara perkembangan 
pemikiran  politik  liberal klasik maupun liberal konstitusional tidak 
memperhatikan masalah hak perempuan untuk memilih. 
Dalam kehidupan politik di Amerika Serikat, perempuan baru memiliki 
hak untuk memilih setelah konstitusi AS diamandemen pada tahun 1920. Hal ini 
berarti membutuhkan 150 (seratus lima puluh) tahun agar perempuan sebagai 
warga negara di Amerika Serikat memiliki hak untuk memilih. Amandemen 
konstitusi tersebut membutuhkan waktu 40 tahun lebih bagi Kongres untuk 
memutuskan memberikan pada perempuan hak untuk memilih. Hak politik untuk 
memilih seharusnya diikuti oleh hak untuk dipilih. Namun, dalam kehidupan 
politik hak untuk dipilih masih sangat terbatas. 
Di dalam literatur feminisme dikenal berbagai tulisan yang 
mempertanyakan masalah fenomena kesetaraan, keadilan, dan demokrasi. Sejak 
tahun 1700 Mary Astell mempertanyakan mengapa mereka yang menolak 
pemerintahan monarkhi absolut tidak pernah mempertanyakan atau menerima 
begitu saja kekuasaan seorang suami tanpa batas terhadap istrinya. Dengan kata 124 
 
lain, kekuasaan suami terhadap istri atau kekuasaan laki-laki terhadap perempuan 
tidak menjadi isu. Selain itu, literatur yang banyak dibahas adalah dari Mary 
Wollstonecraft, seorang feminis yang secara radikal pada abad ke-17 menyatakan 
adanya hubungan antara feminisme dan demokrasi. Wollstonecraft berpendapat 
bahwa perempuan harus memiliki wakil dalam pemerintahan (Oetama, 200:102). 
Wacana tentang feminisme dan politik mengalami perkembangan. 
Ditandai dengan aktifnya perempuan dalam gerakan-gerakan sosial dan politik 
untuk menuntut hak-hak politik perempuan. Di dalam dekade terakhir, gerakan 
perempuan berkembang semakin kuat dan bermacam-macam model perjuangan 
sebagai aktualisasi kepentingan perempuan. Namun, berbagi kekuasaan politik 
dengan perempuan masih tetap menjadi isu yang sulit, termasuk di negeri 
semacam Inggris, tempat kelahiran gerakan suffragett (hak pilih). Ketika lebih 
dari 100 wanita terpilih di Parlemen Inggris pada 1997, yang mengantar 
kemenangan Partai Buruh pimpinan Tony Blair, media langsung merendahkan 
wanita-wanita ini dengan menyebut mereka sebagai “Blair’s Babes”. Implikasi di 
balik deskripsi itu adalah bahwa wanita-wanita tersebut menjadi anggota 
parlemen karena jasa dari pendekar politik mereka (Tony Blair) dan bukan karena 
kemampuan mereka sendiri. 
Sementara itu, dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara 
berkembang pada umumnya, perempuan memang dipandang terlambat terlibat di 
dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan senantiasa dalam posisi domestik, 
dianggap sebagai faktor yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah di 
dunia politik. Padahal potensi modal politik kaum perempuan (termasuk di 125 
 
Indonesia) untuk melibatkan diri dalam dunia politik adalah besar. Dengan 
kondisi itu bisa dimengerti bila keputusan-keputusan yang dibuat sangat beraroma 
maskulin dan kurang berperspektif gender. Realitas tersebut merupakan harga 
yang harus dibayar ketika perempuan tidak banyak terlibat dalam proses 
pembuatan keputusan.  
Salah satu argumen kaum feminis tentang minimnya jumlah perempuan 
yang terlibat dalam urusan politik ialah karena kendala struktural. Di antaranya 
berupa kebijakan dan regulasi pemerintah yang tidak memberi kesempatan kepada 
perempuan untuk aktif di ranah publik. Perempuan lebih banyak sebagai penikmat 
keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan acapkali sangat bias gender, tidak 
memperhatikan kepentingan kaum perempuan, tidak membuat perempuan kian 
berkembang. Pada akhirnya, lebih banyak perempuan yang menenggelamkan diri 
pada sektor-sektor yang amat tidak strategis. Dalam jangka panjang, hal ini 
mengakibatkan perempuan selalu berada pada posisi marjinal. 
 
3.4.  Keterwakilan Perempuan dan Affirmative Action  
Isu tentang hak suara perempuan mulai dimunculkan pada Konggres Perempuan 
III. Saat itu, perempuan memperjuangkan hak politik atau keterwakilan 
perempuan, dengan memperjuangkan Maria Ulfa menjadi anggota Volksraad, 
meskipun gagal. Maria Ulfa kemudian terpilih menjadi menteri Sosial pada 
Kabinet Syahrir II (1946) dan S.K. Trimurti menjadi menteri Perburuhan pada 
Kabinet Amir Sjarifuddin (1947-1948). Pada pemilu 1955, gerakan perempuan 
Indonesia berhasil menempatkan perempuan sebagai anggota parlemen. 126 
 
Jaman berganti, tahun 1998 reformasi terjadi. Wajah politik Indonesia 
berubah luar biasa, sebuah momentum untuk melakukan pembenahan. Salah satu 
perbaikan yang dilakukan adalah bidang politik, yaitu upaya untuk memperbaiki 
kualitas demokrasi. Banyak kalangan berpendapat bahwa politik adalah arena 
yang harus diperjuangkan dan direbut untuk mengubah pola dan proses 
pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan. Lalu 
bergulirlah strategi affirmative action, dimana setiap partai dianjurkan 
keterwakilan perempuan minimal 30%. 
Pada masa itu, terlebih terkait dengan Pemilu 1999, gerakan aktif 
perempuan tidak hanya dalam bidang pendidikan dan pendampingan, namun juga 
melakukan kampanye progresif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam 
politik. Hal ini dilakukan dengan mendorong partai politik peserta pemilu untuk 
lebih memperhatikan kepentingan perempuan, melalui kampanye “Pilih Partai 
yang Menyuarakan Kepentingan Perempuan”. Selain melobi partai, gerakan 
perempuan juga melakukan koordinasi dengan eksekutif, misalnya pada masa 
pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan Khofifah Indar Parawansa sebagai 
Menteri Pemberdayaan Perempuan. Pada saat itu, gerakan perempuan memiliki 
kesempatan untuk memberikan berbagai masukan dalam pembentukan Instruksi 
Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarus-Utamaan Gender Dalam 
Pembangunan Nasional. 
Tuntutan perempuan agar dapat berpartisipasi di wilayah politik terasa 
semakin menguat dan mulai disalurkan secara sistematis. Sejumlah tokoh 
perempuan merasa perlu untuk merespon dan memperjuangkan tuntutan 127 
 
perempuan. Nama-nama seperti Herawati Diyah dan Ratu Hemas, misalnya, 
membentuk Gerakan Perempuan Sadar Pemilu (GPSP –  kemudian berubah 
menjadi Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan). Sebetulnya gerakan itu telah 
terbentuk sebelum reformasi, namun memainkan peranan cukup penting ketika 
tuntutan-tuntutan perempuan muncul secara formal paska reformasi. Sejumlah 
tokoh lainnya dan organisasi perempuan juga membangun hubungan dengan 
perempuan-perempuan yang aktif terlibat di dalam politik. Konsolidasi ini 
menjadi lebih solid dengan terbentuknya Kaukus Perempuan Parlemen Republik 
Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). 
Menjelang Pemilu 2004, advokasi mulai diarahkan untuk merebut 
kepastian hukum peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Ketika itu 
gerakan peduli perempuan melakukan semacam konsolidasi yang dihadiri oleh 
perempuan dari berbagai latar belakang, misalnya aktivis perempuan, caleg, LSM, 
dan komponen lainnya, yang mendorong agar ada perubahan paket UU Politik, 
antara lain agar affirmative action tercantum dalam UU Partai Politik dan UU 
Pemilu. Selain itu, mereka juga melakukan civic education, diskusi serta 
pelatihan-pelatihan. Sosialisasi ke sejumlah media juga dilakukan, dan ditemukan 
bahwa banyak media yang belum mengetahui tentang isu-isu perempuan, 
misalnya bahwa Indonesia sudah mengadopsi CEDAW dan mempunyai pengarus-
utamaan gender. Human Development Index juga mengungkapkan bahwa sangat 
terlihat bagaimana perempuan tertinggal di segala bidang. Peningkatan 
keterwakilan perempuan diharapkan dapat menyuarakan kepentingan perempuan, 
yang terkait erat dengan kepentingan sosiak yang lebih luas. Setelah sosialisasi 128 
 
itu, mulai ada pemberitaan-pemberitaan terkait dengan tuntutan perempuan 
(Sjarifudin, 2009: 33-34). 
Melalui proses yang cukup berat, menjelang pemilu 2009, pada UU Politik 
telah berhasil dimasukkan usulan affirmative action (tindakan khusus sementara) 
untuk menempatkan keterwakilan perempuan dalam UU Penyelenggara Pemilu, 
UU Partai Politik dan UU Pemilu. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
yang memberlakukan perolehan suara berdasarkan suara terbanyak telah 
menghapus peluang peningkatan keterwakilan perempuan yang sudah 
diperjuangkan dalam pencalonan yang mensyaratkan satu diantara tiga calon 
harus terdapat minimal satu caleg perempuan.  
Affirmative action  sejatinya bukan hal baru bagi masyarakat politik di 
Indonesia. Setidaknya sejak sekitar tahun 1999, affirmative action  mulai 
diintrodusir oleh aktivis perempuan maupun organisasi nonpemerintah (ornop) 
sebagai salah satu mekanisme strategis untuk meningkatkan keterwakilan 
perempuan di parlemen. Keberadaan affirmative action  erat kaitannya dengan 
konsep keterwakilan (representation)  sebagai kata kunci penting dalam model 
demokrasi perwakilan (representative democracy) untuk membedakannya dengan 
demokrasi langsung (direct democracy).  Model demokrasi langsung umumnya 
dinisbatkan pada praktik demokrasi ala Yunani, meskipun sebenarnya belum 
memenuhi prinsip political equality (kesetaraan politik) karena perempuan tidak 
memiliki hak politik dan hanya laki-laki berumur 20 tahun ke atas sajalah yang 
berhak berpartisipasi dalam demokrasi langsung ala Yunani (Dewi, 2007: 28). 129 
 
Gagasan modern tentang keterwakilan dan ide demokrasi mulai muncul 
pada abad 17 ketika masa-masa perang sipil di Inggris, Revolusi di Amerika, 
Revolusi Perancis hingga abad ke-19 ketika muncul gagasan lembaga 
keterwakilan (representative institution) Selanjutnya Pitkin (dalam Pitkin, 1969: 
7; dan Dewi, 2007: 28) memberikan pendapat mengenai wujud dan makna 
keterwakilan. Pada dasarnya terdapat tiga makna keterwakilan, yaitu : (1) 
descriptive representation, (2) symbolic representation, dan (3) acting for. 
Descriptive representation  adalah gagasan tentang lembaga perwakilan yang 
seharusnya menjadi gambaran akurat dari masyarakat atau pendapat umum 
masyarakat, ataupun keragaman kepentingan dalam masyarakat. Titik berat 
pendapat ini adalah bagaimana sebuah lembaga perwakilan “menjadi seperti” 
(being something) daripada “melakukan sesuatu” (doing something). Argumen ini 
umumnya dianut oleh para pendukung sistem pemilu proportional representation 
yang hendak menciptakan  lembaga perwakilan yang mencerminkan komposisi 
masyarakat dan daerah pemilihan.  
Kedua, symbolic representation  merupakan  gagasan keterwakilan atau 
simbolisasi tentang sebuah kenyataan atau sesuatu. Misalnya, raja dalam sebuah 
negara monarkhi adalah simbol kewenangan dan kemuliaan negara atau bendera 
negara sebagai simbol kebangsaan. Ketiga,  acting for   atau bertindak untuk, 
merupakan gagasan lembaga perwakilan sebagai agen yang bertindak untuk, atas 
nama, dan demi kepentingan orang lain yang diwakilinya. Gagasan ketiga ini 
merupakan gagasan ideal tentang peran yang sebaiknya diemban oleh sebuah 
lembaga perwakilan dan para anggotanya.  130 
 
The Democratic Audit of he United Kingdom  (UK) menjelaskan 
keterkaitan antara keterwakilan dengan affirmative action. Bahwa pemilu bukan 
hanya sekadar prinsip “one person, one vote”, tetapi juga mensyaratkan adanya 
kontrol masyarakat (popular control) dan kesetaraan politik (political equality). 
Prinsip ini berarti bahwa ada bentuk kesetaraan politik untuk siapa saja yang 
memiliki status yang setara (equal status) (Dewi, 2007: 29). Namun, rupaya status 
yang setara antara perempuan dan laki-laki tidak serta berarti bahwa keduanya 
memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam politik.  
Seperti diketahui, pada umumnya modal sosial kaum perempuan relatif 
tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Diantaranya adalah pandangan budaya 
yang lebih menitikberatkan peran perempuan di arena domestik atau beban kerja 
ganda yang membuat gerak perempuan di dunia publik terhambat. Beberapa hal 
itulah yang menjadi penyebab mengapa perempuan tidak memiliki akses yang 
setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi politik sehingga menyebabkan 
rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya keterwakilan 
perempuan di parlemen ini menunjukkan bahwa prinsip fair representation dan 
political equality dalam demokrasi belum tercapai. Dan fenomena ini tidak saja 
terjadi di negara berkembang, tetapi juga dialami kaum perempuan di negara 
maju. 
Pada kasus Indonesia, perjuangan untuk mengatasi ketimpangan gender ini 
diwujudkan dalam bentuk kuota 30% untuk perempuan. Ide dasar kuota adalah 
merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa 
perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik. Kuota 30% tersebut dipenuhi 131 
 
melalui  UU No. 12/2003 tentang Pemilu, dimana  tercantum klausul mengenai 
tindakan affirmative untuk perempuan.  Affirmative action ini merupakan suatu 
kebijakan yang dikenakan kepada kelompok tertentu/pemberian kompensasi dan 
keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih 
proporsional dalam beragam instansi dan okupasi. Sehingga aksi afirmatif merupakan 
diskriminasi positif bagi perempuan (Kartika, 1999: 4), mengingat perempuan selama 
ini merupakan kelompok yang tertindas dan selalu berada dibawah ordinasi dan 
mengalami diskriminasi sehingga dipandang perlu memberikan dispensasi untuk 
dapat menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki. 
Beberapa negara lain memiliki sistem yang berbeda untuk meningkatkan 
keterwakilan perempuan, antara lain : 
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Tabel 3.1 
Perbandingan Penerapan Affirmative Action di Beberapa Negara 
 
N
o  Negara 
Sistem untuk 
meningkatkan 
keterwakilan 
perempuan 
Tahun dan cara 
memperjuangkan 
Tahun 
penerapan  Hasil 
1.  Afrika 
Selatan 
Tidak ada kuota atau 
affirmative action 
yang diatur dalam 
hukum nasional. 
Ada kuota internal 
yang diatur oleh 
partai-partai politik 
dominan  (reserved 
seat quote) 
Meskipun kesadaran sudah 
tumbuh sejak akhir 1980-an, 
tetapi baru sejak tahun 1991 
terjadi debat serius di dalam 
Partai Konggres Nasional 
Afrika (the African National 
Congress party, ANC) sebagai 
partai dominan di Afrika. Lalu 
tahun 1994, ANC mengadopsi 
kuota 30% (sejumlah kursi 
dialokasikan untuk perempuan 
dalam daftar caleg di semua 
tingkatan). 
Pada 
tahun1997, 
kuota 30% 
perempuan 
dimasukkan 
dalam 
Konstitusi ANC 
ANC 
memenangkan 
pemilu tahun 
1994 dengan 
27% perempuan 
di lembaga 
perwakilan. 
Perempuan 
memegang 
posisi kunci di 
parlemen 
seperti ketua 
dan wakil ketua 
Majelis Tinggi 
dan 
penambahan 
jumlah menteri 
perempuan di 
kabinet. 
Keterwakilan 
perempuan 
no.11 dunia 
2.  Uganda  Konstitusi Uganda 
tahun 1994 
mensyaratkan kuota 
1/3 untuk 
perempuan di 
pemerintahan/ 
parlemen. 
Membangun kaukus 
perempuan di parlemen yang 
juga beranggotakan orang 
cacat, kaum muda, buruh, dan 
laki-laki sensitif gender. 
Kaukus ini mendesak 
terciptanya konstitusi yang 
sensitif gender. 
Selain 
Konstitusi 1994 
mengamankan 
1/3 posisi untuk 
perempuan, 
para pemimpin 
laki-laki dan 
perempuan 
bekerja sama 
untuk 
mewujudkan 
tujuan 
kemitraan 50/50 
Sekitar tahun 
1994 terdapat 9 
menteri 
perempuan 
yang terus 
bertambah 
menjadi 17 
menteri 
perempuan pada 
tahun 2001. 
Keterwakilan 
perempuan 
no.17 dunia. 
3.  Jerman  Tidak ada kuota atau 
affirmative action 
yang diatur dalam 
hukum nasional. 
Ada kuota internal 
yang diatur oleh 
partai-partai politik. 
Partai Sosial Demokrat Jerman 
menetapkan tujuan 50/50 
(keseimbangan jumlah laki-laki 
dan perempuan). 20% sisanya 
dapat diisi oleh laki-laki atau 
perempuan. 
Sejak 1998 
mengadopsi 
affirmative 
action  yang 
mengharuskan 
menempatkan 
40% perempuan 
dan laki-laki 
dalam daftar 
caleg maupun 
kepengurusan 
partai politik. 
Pada tahun 
2000 terdapat 
38% perempuan 
sebagai wakil 
dari Partai 
Sosial 
Demokrat 
Jerman dalam 
parlemen 
nasional.  
 
 
Dalam jajaran 
pengurus 
terdapat 40-
50% 
perempuan.  
 
Keterwakilan 
perempuan 
no.14 dunia.  
Sumber : Dewi, 2007: 32 
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Perkembangan praktik kuota dan affirmative action di beberapa negara di 
atas dapat dijadikan refleksi sejauhmana perkembangan agenda sejenis di 
Indonesia. Saat ini peran politik perempuan di Indonesia masih sangat kurang. 
Hambatan utama disebabkan oleh cara pandang dan memperlakukan perempuan 
yang salah. Budaya patriarki di kalangan masyarakat masih sangat mengakar dan 
mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan sosial terkecil seperti 
keluarga, nuansa dominasi laki-laki masih sangat kuat. Terlebih di pedesaan. 
Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang 
lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara 
turun temurun.  
Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di 
berada rumah dan bahkan sekarang ini perempuan semakin dibuat terlena oleh 
konsumerisme dan hedonisme dalam cengkeraman kapitalisme yang 
dikampanyekan oleh siaran-siaran TV setiap saat dari pagi ke siang sampai petang 
dan dari petang sampai pagi lagi.  Sehingga perempuan lemah tidak sepatutnya 
bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran 
permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat 
kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan 
perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas. Persepsi negatif ini dilekatkan pada 
perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum laki-laki dan 
juga kaum perempuan sendiri. 
Dalam idealita, antara kaum perempuan dan laki-laki pada dasarnya tidak 
memiliki perbedaan hak dalam dunia politik. Artinya,  tampilnya perempuan 134 
 
sebagai pemimpin dalam dunia politik pada dasarnya adalah sebuah keniscayaan. 
Sekalipun demikian, bukan berarti realitas di lapangan peran politik perempuan di 
Indonesia telah sesuai dengan idealitas tersebut. Realitas politik yang bias gender, 
pada akhirnya mengucilkan perempuan dari dunia politik formal. 
Peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara formal tidak memuat 
hal-hal yang bersifat diskriminatif gender. Secara normatif juga tidak membuat 
pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam UUD 1945 pasal 27, 
menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan 
demikian, perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak hukum dalam semua 
bidang kehidupan. Sedangkan dalam konteks kehidupan internasional, Indonesia 
juga telah meratifikasi perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi perempuan. 
Diantaranya, tertuang dalam UU No.7 tahun 1984, yaitu Perjanjian mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Disebut juga 
istilah  CEDAW  (Convention on the Elimination of All Discrimination against 
Women) (Mulia,  : 167-168). 
Walaupun Indonesia telah memiliki UU No.7 Tahun 1984 ini, namun 
dalam realitas politik saat ini, masih banyak ditemukan bentuk-bentuk 
diskriminasi terhadap kaum perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi tersebut 
terlihat pada rendahnya keterwakilan perempuan di setiap institusi politik, 
legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, upaya affirmative action 
untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti 
pada pelaksanaan pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang-undangan telah 
mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan 135 
 
calon anggota legislatifnya. Undang-Undang Nomor 10/2008  tentang  Pemilu 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu  legislatif) serta UU Nomor  2/2008 
tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi 
kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. 
 
3.5.  Representasi Perempuan di Parlemen. 
Membaca peta gerakan perempuan untuk masuk ke dalam politik maka landasan 
advokasi peningkatan keterwakilan perempuan didasari oleh Human Development 
Indeks  (HDI).  Assisten Deputi  Partisipasi Politik bidang Perempuan dari 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia, Drs. Kajun Suprapto saat Sosisalisasi dan advokasi Penyusunan Data 
Terpilih Bidang Politik dan Pengambilan keputusan, mengatakan bahwa 
berdasarkan laporan Human Development Report tahun 2008, HDI (Human 
Development Index) Indonesia saat ini berada pada urutan ke-109 dari 179 
negara. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan 
beberapa negara Asean lain, seperti Singapura (urutan 28), Malaysia (63), 
Thailand (81), dan Philipina (102)(Cdr/adit, 2010 dalam 
http://www.babelprov.go.id/content/hdi-indonesia, diunduh tanggal 20 mei 2010 
pukul 21.18; Sjarifudin, 2009: 35). 
Eksistensi perempuan Indonesia sejatinya dilindungi UU RI No 17 Tahun 
1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan. Namun pada kenyataannya, dominasi kultur 136 
 
patriarkis masih kuat berurat-akar di masyarakat, sehingga ketimpangan gender 
pun serupa klise peristiwa yang terus diputar di alam nyata. Dalam bidang politik, 
perempuan Indonesia sesungguhnya telah mendapatkan hak untuk memilih dan 
dipilih sejak tahun 1945. Selanjutnya sejarah mencatat bahwa tahun 1950 
perempuan pertama kali diangkat menjadi menteri. Ironisnya, sampai kini 
keterwakilan perempuan dalam berbagai lembaga politik formal masih sangat 
minim. Berikut data tentang keterwakilan perempuan dalam dunia politik. 
Tabel 3.2 
Tingkat Representasi Perempuan di DPR RI 
 
Masa Kerja DPR 
Perempuan  Laki-laki 
Jumlah  %  Jumlah  % 
1950  –  1955 (DPR 
Sementara) 
9  3,8%  236  96,2% 
1955 - 1960  17  6,3%  272  93,7% 
1956  –  1959 
(Konstituante) 
25  5,1%  488  94,9% 
1971 - 1977  36  7,8%  460  92,2% 
1977 - 1982  29  6,3%  460  93,7% 
1982 – 1987  39  8,5%  460  91,5% 
1987 – 1992  65  13%  500  87% 
1992 – 1997  62  12,5%  500  87,5% 
1997 – 1999  54  10,8%  500  89,2% 
1999 – 2004  46  9%  500  91% 
2004 – 2009  62  11,3%  488  88,7% 
2009 - 2014  99  17,7%  461  82,3% 
Sumber : Soetjipto, 2005: 239 ; Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009 
 
Membaca  tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan 
perempuan hasil pemilu 2009-2014 mengalami peningkatan dibandingkan hasil 
pemilu sebelumnya, namun jumlahnya belum memenuhi kuota 30%.  Hal ini 
tentunya berpengaruh pada minimnya akses perempuan terhadap hasil kebijakan, 
anggaran dan pengawasan yang resposif gender yang kemudian berakibat pada 
terabaikannya kepentingan perempuan sehingga posisi perempuan semakin 
terpinggirkan.    Hasil yang  sama juga terlihat pada capaian keterwakilan 137 
 
perempuan pada masing-masing provinsi. Bahkan terdapat beberapa provinsi 
yang tidak mempunyai keterwakilan perempuan, seperti : provinsi Lampung, 
Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Aceh. 
Tabel 3.3 
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif 
Nasional dan Provinsi Hasil Pemilu 2009 
 
Provinsi  Perempuan  %  Laki-laki  % 
Aceh  0  0  13  100 
Sumatera Utara  2  6,7  28  93,3 
Sumatera Barat  1  7,1  13  92,9 
Riau  1  9,1  10  90,9 
Jambi  2  66,7  1  33,3 
Sumatera Selatan  3  42,9  4  57,1 
Bengkulu  1  5,9  16  94,1 
Lampung  0  0  3  100 
Bangka Belitung  1  25  3  75 
Kepulauan Riau  5  27,8  13  72,2 
DKI Jakarta  5  23,8  16  76,2 
Jawa Barat  21  23,1  70  76,9 
Jawa Tengah  5  22,7  17  77,3 
DI Yogyakarta  9  11,7  68  88,3 
Jawa Timur  1  12,5  7  87,5 
Banten  21  24,1  66  75,9 
Bali  0  0  9  100 
Nusa Tenggara Barat  0  0  10  100 
Nusa Tenggara Timur  1  7,7  12  92,3 
Kalimantan Barat  1  10  9  90 
Kalimantan Tengah  2  25  6  75 
Kalimantan Selatan  0  0  11  100 
Kalimantan Timur  2  33,3  4  66,7 
Sulawesi Utara  1  16,7  5  83,3 
Sulawesi Tengah  1  16,7  5  83,3 
Sulawesi Selatan  3  12,5  21  87,5 
Sulawesi Tenggara  0  0  3  100 
Gorontalo  1  20  4  80 
Sulawesi Barat  1  33,3  2  66,7 
Maluku  1  25  3  75 
Maluku Utara  3  100  0  0 
Irian Jaya Barat  3  30  7  70 
Papua  1  33,3  2  66,7 
Total  99  17,7  461  82,3 
 Sumber : diolah dari Komisi Pemilihan Umum Pusat RI, 2009 
Sementara itu, keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) pencapaiannya sedikit lebih baik dibandingkan dengan keterwakilan 
perempuan di DPR. Keterwakilan perempuan di DPD menurut hasil pemilu tahun 
2004 sebesar 19,9% dan kemudian meningkat menjadi 22,7% pada pemilu 2009. 138 
 
Namun, pencapaian ini tidak diikuti oleh semua provinsi, misalnya pada provinsi 
Bali dan provinsi Gorontalo yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPD 
(0%). Sementara itu, terdapat lima provinsi yang mencapai keterwakilan lebih dari 
37%, yaitu provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Irianjaya Barat, Sulawesi Barat, 
dan Kepulauan Riau. 
Berikut selengkapnya hasil keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) hasil pemilu 2009, 
Tabel 3.4 
Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
Nasional dan Provinsi Hasil Pemilu 2009 
 
Provinsi  Perempuan  Persen  Laki-laki  Persen 
Aceh  1  12,5  7  87,5 
Sumatera Utara  1  12,5  7  87,5 
Sumatera Barat  1  12,5  7  87,5 
Riau  2  25  6  75 
Jambi  2  25  6  75 
Sumatera Selatan  3  37,5  5  62,5 
Bengkulu  3  37,5  5  62,5 
Lampung  1  12,5  7  87,5 
Bangka Belitung  2  25  6  75 
Kepulauan Riau  3  37,5  5  62,5 
DKI Jakarta  2  25  6  75 
Jawa Barat  1  12,5  7  87,5 
Jawa Tengah  2  25  6  75 
DI Yogyakarta  4  50  4  50 
Jawa Timur  1  12,5  7  87,5 
Banten  1  12,5  7  87,5 
Bali  0  0  8  100 
Nusa Tenggara Barat  2  25  6  75 
Nusa Tenggara Timur  2  25  6  75 
Kalimantan Barat  4  50  4  50 
Kalimantan Tengah  2  25  6  75 
Kalimantan Selatan  1  12,5  7  87,5 
Kalimantan Timur  1  12,5  7  87,5 
Sulawesi Utara  1  12,5  7  87,5 
Sulawesi Tengah  4  50  4  50 
Sulawesi Selatan  1  12,5  7  87,5 
Sulawesi Tenggara  1  12,5  7  87,5 
Gorontalo  0  0  8  100 
Sulawesi Barat  3  37,5  5  62,5 
Maluku  2  25  6  75 
Maluku Utara  1  12,5  7  87,5 
Irian Jaya Barat  3  37,5  5  62,5 
Papua  2  25  6  75 
Total  60  22,7  204  77,3 
Sumber : diolah dari Komisi Pemilihan Umum Pusat RI, 2009 
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Membaca hasil tentang keterwakilan perempuan di parlemen seperti yang 
ditunjukkan oleh tabel di atas, memberikan gambaran bahwa kekuasaan sebagai 
unsur paling penting dalam kepemimpinan tidak pernah dicirikan dengan sifat-
sifat feminin. Kekuasaan selalu identik dengan maskulinitas, yakni ketegaran, 
kekuatan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Akibatnya, proses politik di 
Indonesia masih didominasi satu jenis kelamin saja, yaitu laki-laki.  Realitas 
politik yang bias gender ini, pada akhirnya mengucilkan perempuan dari dunia 
politik formal. Sehingga, kepentingan perempuan dalam berbagai keputusan 
politik tidak terwakili. 
Perempuan masih harus melewati jalan yang panjang untuk menembus 
“maskulinitas kelembagaan”. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi-
posisi strategis untuk pengambilan keputusan mengakibatkan sejumlah keputusan 
politik yang dibuat tidak ramah perempuan.  Hasil ini tentunya tidak dapat 
mencerminkan realitas kepentingan dalam masyarakat karena suara perempuan 
yang mempresentasikan nilai, aspirasi, kepentingan, dan prioritas dari mayoritas 
jumlah warganegara di Indonesia, tidak akan mewarnai perubahan konstitusi yang 
dihasilkan. 
 
 
 
 